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Menimbang : a'

KB AL KAUTSAR

BTIPATI PESISIR SELATAN

bairlva clalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyeleng-eara

pendiilikan fbrmal tlan iirlbrmal dalam memberikan layannn pendirlikan

kepada nrtrsyarakat perlu diterbitkan Izin Operasional Penyelenggaraan

Perdirlikan fonlai dan lnfbmral;

bahrva penerhitan lzin Operasioual Pen,velenggarann Pendielikan Fonnal

dan Inii'inr-lal. s*bagaimana diriraksud hurut' a- perlu ilitetapkar riengan

Kepufitsan Bupati Pesisir Selatan;

Undan-u-Llndang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembenlukan Daerah

Otonom Kapupaten dalarn Lingkungan l)aerah Provinsi Sumatera Tengah

( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 nomor 25) Jis undang-

unclang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Neqara R*publik Indonesitr

Tahun 1957), Undang-undang Nomor 58 Talrun l0S.Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang - Unclan-e Nomor 23 Tahun 2013 tentang Ar-ggaran Pendapatan

dan tselanja Negara Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Repubtik

Indonesia Nomor 5462).

Undang-Unclang Nomor 23 Tahul 2014 tentang Pemerintahan Daerah (

Lembaran Negara Reputrlik Indonesia Tahun 2014 lrio.uror 244. Tambahan

Lenrbaran Negara Republik Indonesia Nr:mor 5587) sebagaimana telair

beberapii kali diubair terrikhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahr"rn

201-5 tentang Perubahan Kedua Atas tJnclang-Undang Nomor 2.1 Tahun

2014 tentang Pemerintairan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 58. Tambahan Lerubamn Negam Republik Indonesia

Nomor 5679);

Peraftiran Pemerintah Norlor 27 Tahun 1990 tentang Penclidikan Pra

Sekolah (Lembaran Negara Repr.rblik lndonesia Taliun 1990 Nomor 35,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nontor 341 i ):

Mengingat : 1.

-5. Peraluran Per.nerintah Nomor 19 Tahun 2005 teltang Standar Nasional

Pendidikan;

6. Peraluran Pemerintah Nomor -18 Tahun 2007 tenttrng Pembagian Unrsan

Pemerintah Daerah Provinsi. dan Pemerintah Kabullaten r Kota:

b.

2.

J,

4.



7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar

(Lembalan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan

Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4863);

8. Peraturan Pemerintah Nornor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5103), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah

Nomor l'l Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaftan

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

9. Peraturan Menteri Penidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor

17 Tahun 2017 tentang Penerimaan didik Baru pada Taman Kanak -
kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah

Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, atau Bentuk lain yang *d"tuJu[
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik tndonesia

Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia

Dini;
I l.Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional

Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Thhun

dan Penrberantasan Buta Aksara;

l2.Fercturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal:

l3.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor OISN/1997 tentang

Penyelen-egaman Pendidikan pada Kelonipok Berrnain dan Tamau

Pendidikarr Anak (TPA).

l4.Kepufusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051i0.2001 teniang

Pendidikan Anak Usia Dini;
15.Peraturan Menteri Dalarn Negeri Republik lndonesia Nomor 138 Tahun

201 7 tentang Penyelenggraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Daerah

16.Peraturan Bupati Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2016

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja

dan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

lT.Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nornor 57A/285KPTS/BPI:PS20I7
tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan

Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pesisir Selatan;

18. Perahrran Bupati Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2Ol7 tentang

Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada

Dinas Penananran Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Pesisir Selatan;



Memperhatikan

Nlenetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

Nama Lembaga
.Ienis kegiatan

Penyelenggara

Alamat

Sural Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten

Pesisir Selatan Nomor : 42ll2l06lDPK-PAUDlII.02l20l9,Tanggai 22 .Iuli

2019.

N{EMTITUSKAN

Memberikan Izin Operasional Pen,veienggaraan Pendidikan Forrnal clan

Infbnlal Kepada:

KBAL-KATITSAR
KR ( Kelompok Bermain )
JONO PARDI
Kampung Sawah Liat Nagari Lilnau Gadang
Lumpo Kecarnatan IV Jurai Kabupaten Pesisir
Selatan

lzin Operasional Penyelenggaraan PendicJikan Fonlal dan hrtbrrual
sebagaimtina dimaksud diktum KESATU berlaku sejak Tanggal 25 Juli 2019
sampai clerrgan 25 l.u1i 2022.

Keputusan ini berlaku se-iak tanggal clitetapkan dengan ketentuan apabila
clikemudian hari terrryata terciapnt kekeliruan akan cliperbaiki sebagairnana
mestinyii.

Ditetapkandi: PAINAN
Pada tanggal : 25 Juli 2019


